SALINAN

o Y
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Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGROMINA PASTORAL DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan Agromina Pastoral di Kecamatan Tenggarong Seberang
Tahun 2017-2021.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5676)



Menetapkan

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROMINA
PASTORAL DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN
2017-2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau
hak ftradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.



10.

(1)

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan wuntuk sebesar-besarnya Kkesejahteraan
masyarakat desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang
dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya
disingkat RPKP adalah dokumen rencana pembangunan
jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di
dalamnya memuat program pembangunan.

Agromina Pastoral adalah konsep pengembangan
pembangunan kawasan yang terpadu yang dilakukan secara
terintegrasi mencakup pertanian, perikanan dan peternakan
yang berada disuatu kawasan lahan yang sangat luas.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika RPKP Agromina Pastoral meliputi:
a. BAB.1 PENDAHULUAN:
1.1. Latar Belakang.
1.2. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
1.3. Landasan Hukum.
1.4. Proses Penetapan Kawasan.
b. BABII DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN:
2.1 Deliniasi Kawasan.
2.2 Fisik Dasar.
2.3 Sosial Budaya dan kependudukan.
2.4 Komposisi penduduk.
2.5 Ekonomi.
2.6 Sarana Prasarana.
c. BAB. III ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS:
3.1. Potensi dan Permasalahan.
3.2. Klaster komoditas dan Pendukung.
3.3 Telaah Dokumen Perencanaan.
3.4 Isu Strategis.
3.5 Analisis Sinergisme.



d. BAB IV TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN:

4.1 Tujuan.
4.2 Sasaran.
4.3 Strategi.
4.4 Arah Kebijakan.
e. BAB.V PROGRAM DAN KEGIATAN:
5.1 Matriks Program dan kegiatan.
5.2 Indikator Capaian Kegiatan.
5.3 Kebutuhan Pendanaan.
f. LAMPIRAN
1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Peta Kecamatan Tenggarong Seberang.
3. Usulan Kawasan Perdesaan.
4. Kesepakatan hasil Musyawarah 8 ( Delapan ) Desa.

(2) Uraian RPKP Agromina Pastoral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 November 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
MARLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Kabupaten Kutai K:-_a.rtamegara/(S
Kepala Bagian Hukum '




